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ABSTRACT 

 

The reform of the bureaucracy aims to create a more effective and 

responsive government. The focus is on achieving three main goals: transparent 

and accountable bureaucracy, competent bureaucracies, and quality public 

services. By obtaining a predicate from an agency that marks on that agency, his 

employees have a profound understanding of bureaucratic reform and good public 

service. The purpose of the research is to find out how the officials of the WBK and 

WBBM preaching farm offices perceive the reform of bureaucracy and good public 

service and why the officers of WBK and WBBM have still not understood the 

challenge of good bureaucratic reform and public service. 

The research method used is qualitative with data collection techniques 

through interviews, observations, and documentation studies. Not only that, various 

secondary data obtained by the author from sources and searches through the 

internet media. 

The results of the research show that there are factors that can determine 

the perception of staff about the reform of bureaucracy: Selection; Organization; 

Interpretation; Physiological factor; Expectations; Cognitive abilities; Social 

roles; Membership in cultures and social communities. This study concludes that 

the staff of the Surabaya City Land Office 1 have not fully understood the good 

bureaucratic reform and public service. This is because the selection carried out 

by the official is not of his own will and there has not been a massive socialization 

done either by the Surabaya City Land Office 1, nor by the Internal Evaluation 

Team of Kanwil and Center. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan 

Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, Zona Integritas adalah 

pengakuan yang diterima oleh lembaga pemerintah yang telah bersama-sama 

berdedikasi untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan 

bagian dari Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menegakkan tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta meningkatkan 

kualitas Pelayanan Publik. Zona Integritas merupakan upaya implementasi 

Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja, yang merupakan entitas yang langsung 

berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan (Sari, 2023). 

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang 

lebih efektif dan responsif. Fokusnya adalah mencapai tiga tujuan utama: 

birokrasi yang transparan dan akuntabel, birokrasi yang kompeten, serta 

pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi adalah pendekatan yang 

mendasar untuk mengubah pola pikir dan budaya administrasi negara dari 

pengawasan dan kontrol yang mengarah pada masyarakat (paradigma kolonial) 

menjadi pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang dapat 

mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme baik dalam struktur maupun 

infrastruktur penyelenggaraan negara. Reformasi ini juga bertujuan untuk 

memperkuat penerapan supremasi hukum (Ginting & Haryati, 2011). 

Sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan seharusnya menjadi 

tugas utama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di kementerian 

sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas Pelayanan Publik 

dalam sektor agraria, pertanahan, dan pengaturan tata ruang merupakan suatu 
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kewajiban yang esensial untuk dijalankan (Suharto dkk., 2022). Reformasi 

Birokrasi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik telah menjadi prioritas 

utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam administrasi pemerintahan. Kantor pertanahan, sebagai salah satu 

lembaga pemerintah yang memegang peran penting dalam manajemen dan 

pengaturan lahan serta properti, juga terlibat dalam upaya reformasi ini. 

Dalam empat tahun terakhir, Kementerian PAN & RB telah mendorong 

berbagai instansi pemerintah untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM 

melalui implementasi berbagai inisiatif Reformasi Birokrasi dan peningkatan 

kualitas layanan publik. Tingkat keberhasilan tercapainya predikat Zona 

Integritas dibuktikan dengan berita berikut, pada laman indopos.co.id (2023) 

Raden Bagus Agus Widjayanto S.H, M.Hum, Inspektur Jenderal Kementerian 

ATR/BPN Republik Indonesia menegaskan sejak tahun 2017 sampai dengan 

2022 terdapat 33 unit kerja mendapat predikat Zona Integritas WBK dan 4 unit 

kerja mendapatkan predikat WBBM. Setelah mendapatkan predikat WBBM, 

sebuah unit kerja dapat menjadi penyelenggara Pelayanan Publik dengan 

kategori pelayanan prima. Berdasarkan Piagam Penghargaan oleh Menteri PAN 

& RB pada 21 November 2023 hanya terdapat 3 kantor pertanahan yang 

mendapatkan predikat pelayanan prima, salah satunya adalah Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya 1. 

Meskipun upaya reformasi telah dilakukan dan beberapa kantor 

pertanahan telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM, masih terdapat 

pegawai kantor pertanahan yang belum memahami tentang Reformasi Birokrasi 

dan Pelayanan Publik di lingkungan yang telah berpredikat WBK dan WBBM. 

Dalam penelitian Suharto dkk (2022) sebanyak 40% responden memberikan 

jawaban yang tidak lengkap terkait dengan pemahaman tentang birokrasi yang 

efektif, sementara 23% responden memberikan jawaban yang tidak tepat 

mengenai definisi birokrasi yang baik. Jawaban yang akurat dan komprehensif 

tentang birokrasi yang baik tidak terpusat pada unit kerja yang sudah 

mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menyatakan belum sepenuhnya dipahami 

dengan baik tentang birokrasi yang baik oleh pegawai pada unit kerja tersebut.  
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Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Zona Integritas mengalami 

beberapa tantangan, di antaranya adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh. 

Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan wawasan terhadap tujuan, 

proses, dan manfaat dari implementasi Zona Integritas di lingkungan unit kerja 

tersebut (Hidayaturohmah, 2019). Hal ini menegaskan bahwa Pemahaman 

tentang birokrasi yang efisien dan efektif masih belum sepenuhnya dimengerti 

oleh pegawai di unit kerja yang telah di survei. Sedangkan untuk mendapatkan 

predikat WBK/WBBM terdapat penilaian mengenai Reformasi Birokrasi yang 

dijabarkan menjadi beberapa kriteria  dan penilaian mengenai Pelayanan Publik 

serta tim penilai internal yang selanjutnya akan disebut TPI sebagai petugas 

penilaian sampai dengan pembinaannya. 

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi, 

dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Integritas (TPI) yang terstruktur, 

dimulai dari tingkat kantor wilayah hingga TPI di tingkat pusat, bekerja sama 

dengan instansi pemerintahan, pihak terkait, dan tokoh masyarakat (Suharto dkk, 

2022). Bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh TPI mencakup 

penyelenggaraan sosialisasi, penyediaan pelatihan, sesi coaching, analisis 

sistem, penyediaan fasilitas, serta berbagai jenis bimbingan teknis lainnya.  

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 

dijelaskan bahwa suatu unit kerja harus memenuhi komponen-komponen Zona 

Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM dengan memenuhi 6 kriteria 

nilai komponen pengungkit dan 2 kriteria nilai komponen hasil yang dinilai oleh 

TPI. Komponen pengungkitnya sebagai berikut : Manajemen perubahan; 

Penataan tata laksana; Penataan sistem manajemen sumber daya manusia 

(SDM); Penguatan akuntabilitas kinerja; Penguatan pengawasan; dan 

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil sebagai 

berikut : Survei persepsi anti korupsi; Capaian kinerja; dan Survei persepsi 

Pelayanan Publik. Hal ini menjadikan persepsi pegawai menjadi faktor penting 

dalam memahami keberhasilan atau kegagalan implementasi reformasi, karena 

dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, kinerja, dan komitmen dalam 

menerapkan kebijakan dan prosedur integritas yang telah ditetapkan. 
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Mendeskripsikan seseorang yang memiliki integritas dapat dilakukan 

dengan menggambarkan perilaku yang mereka tunjukkan  (Redjeki, 2013). 

Perilaku berintegritas mencakup: a) Kejujuran; b) Keselarasan antara perkataan 

dan perbuatan; c) Kepatuhan terhadap aturan dan etika organisasi; d) Keteguhan 

dalam menjaga komitmen dan keyakinan yang dianggap benar; e) Tanggung 

jawab penuh atas segala tindakan, keputusan, dan risiko yang diambil; f) 

Kemampuan individu untuk memperoleh penghormatan dari sesama; g) Adanya 

kesetiaan terus-menerus terhadap norma-norma moral yang diakui oleh 

masyarakat; h) Kebijaksanaan dalam memilah antara yang benar dan salah serta 

menginspirasi orang lain untuk ikut serta. Integritas bukan hanya sebuah nilai 

atau cita-cita, tetapi juga integrasi dari norma-norma yang ada, sehingga dapat 

membentuk karakter dan nilai-nilai dasar seseorang sebagai pertahanan terhadap 

berbagai penyakit sosial seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan 

lainnya (Redjeki, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti lebih lanjut tentang persepsi 

pegawai mengenai Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik karena terdapat 

ketimpangan pada penelitian terdahulu yaitu suatu unit kerja yang telah 

berpredikat WBK/WBBM ternyata mayoritas pegawai belum memahami 

dengan baik mengenai Reformasi Birokrasi. Penelitian akan dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya 1 yang telah berpredikat WBK dan WBBM dengan 

judul “Persepsi Pegawai Tentang Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik 

Pada Kantor Pertanahan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (Studi Kasus di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya 1)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyusun rumusan masalah dalam 

hal penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ? 

2. Mengapa di instansi yang telah berpredikat WBK dan WBBM masih 

terdapat pegawai yang belum memahami tentang Reformasi Birokrasi dan 

Pelayanan Publik ? 
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C. Tujuan 

1. Menjelaskan persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. 

2. Mengetahui di Instansi yang telah berpredikat WBK dan WBBM, mengapa 

masih terdapat pegawai yang belum memahami tentang Reformasi 

Birokrasi dan Pelayanan Publik. 

D. Manfaat 

1) Secara teoretis penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan 

pendalaman ilmu pengetahuan mengenai Reformasi Birokrasi dan 

Pelayanan Publik; 

2) Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi kantor pertanahan 

sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan dan strategi 

implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas Pelayanan 

Publik berdasarkan pemahaman langsung dari pegawai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 belum seluruhnya 

memahami secara mendalam tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik yang baik. 

2. Ketidakpahaman pegawai tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik dikarenakan beberapa hal, yaitu: 

a. Karena seleksi yang dilakukan bukan dari pegawai sendiri, melainkan 

mau tidak mau menyeleksi dari hasil seleksi oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya 1 

b. Karena faktor usia dan pengalaman pegawai yang berbeda; 

c. Karena belum ada sosialisasi secara masif kepada seluruh pegawai, 

baik oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 maupun oleh TPI 

Kanwil dan TPI Pusat  

d. Karena pegawai kurang termotivasi dalam pengembangan 

pemahaman diluar tupoksi pekerjaan. 

B. Saran 

Setelah dilakukannya penelitian mengenai persepsi pegawai tentang 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik pada kantor yang berpredikat WBK 

dan WBBM di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, terdapat beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Diperlukan strategi baru untuk mengedukasi pegawai dalam membentuk 

pemahaman mendalam tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 

yang baik. 

2. Perlu adanya pimpinan yang menjadi contoh atau role model sebagai 

acuan dalam keberhasilan edukasi tentang Reformasi Birokrasi dan 

Pelayanan Publik yang baik.  

3. Perlu adanya sosialisasi yang masif kepada seluruh pegawai tentang 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, melalui pelatihan (seminar 

atau workshop) dan buku panduan ataupun video Pelayanan Publik yang 

baik dan contoh unit kerja dengan birokrasi yang baik.  
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